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BUPATI TANA TORAJA 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA 

NOMOR : 20 TAHUN 2017 
TENTANG · ·. 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 i'.' 

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN 
PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA 

BUPATI TANA TORAJA, 
Menimbang: a. bahwa agar pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pengelolaan keuangan badan, layanan 
umum daerah rumah sakit umum daerah lakipadada 
telah ditetapkan Peraturan bupati Tana Toraja Nomor l O 
Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembentukan 
Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah 
Sakit Umum Daerah Lakipadada; 

b. bahwa penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, tidak berdasarkan pada 
Peraturan Menteri Kesehatan 10 tahun 2014 tentang 
Dewan Pengawas Rumah Sakit, sehingga harus diubah 
dan disesuaikan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud; 

c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 
Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
Lakipadada; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822 ); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286; · 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara ( L€mbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesi N omor 4400 ) ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 Tahun 2009 
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Leml;>aran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang .. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

11. Peraturafi Pemenntah Nomer 58 Tahun 2005 tentant 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Nezara Rerm hlik TnnonP.�1::l Nomor 4SQ�\· 



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2QQ(;) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
ten tang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit; .. 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan . dan Susunan 
Perangkat daerah); 

18. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 10 Taliun 2016 
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas 
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Lakipadada (Berita Daerah Kabupaten Tana 
Toraja Tahun 2016 Nomor 10 ); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH-SAKIT UMUM 
DAERAH LAKIPADADA. 

Pasall 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2016 
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Sadan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada (Berita Daerah 
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 4 

1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur pemilik Rumah 
Sakit, organisasi profesi, asosiasi perurnah sakitan .dan tokoh 
masyarakat. 

2) Unsur pemilik Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat(l) 
ditunjuk oleh Rumah Sakit. 

3) Unsur organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit setelah berkoordinasi dengan 
onrnnis:::isi rrrofesii teriana Kesehatan. 



4) Unsur asosiasi perumah sakitan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l) ditetapkan oleh pemilik Rum ah sakit setelah berkoordinasi 
dengan asosiasi perumahsakitan. 

5) Unsur tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
merupakan tenaga ahli dibidang perumahsakitan. · 

6) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah maksimal 5 ( Lima ) orang 
terdiri dari 1 ( satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 ( empat j 
orang anggota. 

7) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dapat membentuk 
komite audit atau Tim Ad - hoc. 

8) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, Yaitu : 

a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang. 
berkaitan .derigan kegiatan BLUD-RSUD serta dapat 
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 
tugasnnya; 

b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah 
menjadi anggota direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan 
bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
menyebapkan suatu badan usaha pailit; 

c. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan 
Pemerintah Daerah; dan 

d. Mempunyai kompetensi dalam bi dang perumah sakitan , 
manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai 
komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan Pu blik. · 

2. Ketentuan pasal 7 diubah , sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai 
wewenang: 

a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja 
dan keuangan dari direktur; 

b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 
satuan pemeriksa internal dengan sepengetahuan direktur dan 
memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut; 

c. merninta penjelasan dari Direktur dan/atau pejabat manajemen 
lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan dengan 
sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal 
Rumah Sakit ( hospital bylaws) a tau Dokurnen Pola Tata Kelola 
( corporate governance; 

d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural terkait 
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan .Pengawas sesuai dengan 
Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokurnen 
Pola Tata Kelola ( corporate governance). 
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e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan 
Internal Rumah Sakit ( hospital bylaws) a tau Dokumen Pola Tata 
Kelola (corporate governance), untuk ditetapkan oleh Gubernur; 
dan 

f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan 
Rumah Sakit. 

3. Ketentuan Pasal 10 ayat ( 3) dihapus, sehingga pasal 10 berbunyi : 

Pasal 10 

( 1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk -. 
. -· 

mendukung kelancaran tugas dewan pengawas. 
(2) Sekretaris dewan pengawas bukan merupakan anggota 

pengawas 

(3) Dihapus 

dewan 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tana Toraja. 

EMUS BIRINOKANAE: 
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